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BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH
PERATURAK BUPATI BIREVEN

NOMOR 12 TAHUN 7015

TENTANG

KENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREVEN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

bahwa Kencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bireuen
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Deerah (RPJMD) yang memuat Rancanpan Kerangka
Ekonomi dan Prioritas Fembangunan Daerah, serta Rencana
Kerja dan Pendanaan untuk JangkaWaktu 1 (satu) Tahun,

. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Fasal 264 ayat is)
Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Permerintahar :

Daerah, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah(REPD) ditetapkan dengan Perkada:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimara dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlumenetapkan dalam suatu Peraturan.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Hegara yang Bersih dan Bebag dari Korupsi, Kelusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 1999
Homeor F5, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3851):

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 199G tentang Pembentukan
Kabupaten Birenen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana teleh
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2000) Namor 75, Tarabahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 1963):

. Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Leribaran Negara Repubik Indonesia Nomor
46331:

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Napara Republik
Indonesia Tahun 20911 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32341:
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Menetapkan

& Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lerabaran
Negara Indonesia Nomor 5587):

7. Peraturan Menteri Dalam Kegeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Homer 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaJuasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Freduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesa Rahun 2014 Nomor 32):

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN KABUPATEN BIRSUEN TAHUN 2016

BABI
KETENTUAN UMUM

Fasal1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1,

2,

Daerah adalah Kabupaten Bireuen,
Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masinp-
masing
Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang
terdiri atas Bupeti dan Perangkat Kabupaten:

3.

Bupat adalah Bupati Bireuen,4
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupater rang selanjutnya disebut DFRK
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen:

5.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah
Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, Dinas, Lemhapga Teknis
Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan
Kecamatan:

6.

Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Direuen:

Rencana Keria Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat
RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Bireven utk periode 1 (aatu) tahunj
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Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Renstra-8KPK adalah dokumen perencanaan
SKPK untuk periode 5 (lima) tahun:
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat kabupaten yang selanjutnya
disebut Rerja-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk
periode 1 (satu) tahun:

9.

ke

Kebijakan Umirm Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
yang selanjutnya disebut KU-APBK adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan hatas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setian program
sehapai acuan dalam penyhsunan RKA-SKPK,

BARA II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREJEN

Pasal2

FKPK Bireuen Tahun 2015 meripakan Rencana Kerja Tahunan
Pembangunan Kabupaten Pireuen Tahun 2016 yang menjadi acuan
pelaksanaan prograrm dan kegiatan pembangunan.

REPK Bireuen Tehun 2016 merupakan suatu dokumen yang
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBK Tahun 2016,
Kebijakan Umum APBK (KU-APBK), Penetapan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dari proses
Penyusunan RAPBK 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Birsuen Tahun 2016
sebagaimana dimaksud pada ayat (Jl) akan menjadi :
2. acuan dalam menjalankan pembangunan pada Tahun 2016:
b. pedoman dalan penyusunan APBK Tahun 2016 yang di

dalamnya merntuat arah dan kebijakan pembangunan,
&. jaminan kepastian kebijakan kerena mencerminkan komitmen

pemerintah,

Fasa? 3

Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPK Bireuen Tahun 2016
sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Pslanja Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2016 bersama DPRK Bireuen.

Dokumen KU-APBK dan PPAS adalah Dokumen yang memerlukan
kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK yang
selanjutnyamenjadi landasan penyusunan RKA SKPK.

Fasai4
Bupati dalam proses penyusunan RAPEK 2016, menetapkan Tim
Angparan Pemerintah Kabupaten (TAPK) untukmenyusun KU-APBK
dan PPAS
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(2) Seluruh Program dan kegiatanyang dirancang harua bersifat lintas
sektor, Intas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi
arah dan tujuan pembangunan daerah.

31

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) menelaah kesesuaian
antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(RKA-SKPK) tahun 2016 dengan hasit pembahasan bersama DPRK
Bireuen.

Pasal6
Uraian Isbih lanjut mengenai Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten
Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
1ILI,

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

B

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memermtahkan Pengundangan
dengan pensmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Tel oo

ra EBREVEA, £—
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Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Mer Rare
SEKRETARIS DAERAH,

—

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 243
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